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ABSTRACT

This istudy iaims ito iexamine ithe ifactors ithat
iinfluence ithe iperception iof iethics ion itax
ievasion iin ithe iall iindividual itaxpayers
iregistered iat ithe iSouth iSemarang iPrimary
iTax iOffice ias imany ias i100 irespondents.
iThe ivariables iused iin ithis istudy iare ithe
iindependen ivariables, iThe idata iused iin ithis
istudy iis ithe iprimary idata iby iusing
iquestionnaires. iData ianalysis iin ithis
iresearch iis iassisted iby iusing. iSPSS
iprogram. iData ianalysis itechnique iused iis
imultiple ilinear iregression. iThe iresult iof ithe
iresearch ishows ithat isignificant iat ilevel
i0,05. iThe iresults iof ithis istudy iindicate ithat
ithere iis ino isignificant iinfluence ion ithe
iprobability iof ifraud idetection ivariable ion ithe
itaxpayer's iperception ivariable iregarding itax
ievasion iethics, ithe iexistence iof ia isignificant
ieffect iof ithe idiscrimination ivariable ion ithe
itaxpayer's iperception ivariable iregarding itax
ievasion iethics, ithe iexistence iof ia inegative
iand isignificant iinfluence ion ithe itax iservice
ivariable ion ithe ivariable. itaxpayers'
iperceptions iof itax ievasion iethics. i
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1. Pendahuluan
Hingga  saat  ini  Indonesia  berstatuskan  negara  yang  berkembang.  Dimana  masih

mengupayakan pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh di semua wilayah Indonesia,
untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pajak merupakan iuran yang rakyat
lakukan kepada negara, berdasarkan peraturan yang mengaturnya  [1].  Dimana ipajak bersifat
memaksa idengan itanpa iadanya itimbal ibalik iyang idiberikan isecara ilangsung ike rakyat,
namun idapat idirasakan isecara itidak ilangsung imelalui ipelayanan iumum iyang tersedia
dikemudian ihari i[2].  Pembayaran  pajak  merupakan  perwujudan  dari  kewajiban masyarakat
dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  untuk  pembiayaan  negara  dan pembangunan
nasional  [3].  Pajak imemiliki ifungsi isebagai ibudgetair iyaitu isumber ipendanaan pemerintah
untuk imembiayai ikebutuhan ipembangunan, idan ifungsi isebagai iregulerend iyaitu alat iyang
digunakan iuntuk ipelaksanaan ikebijakan ipemerintah idi iberbagai ibidang imeliputi bidang
sosial, iekonomi idan ipolitik iSedangkan fiskus pajak hanya sebagai  pengawas dari jalannya
aktivitas  wajib  pajak  membayar  pajak  [4].  Hal  ini  seolah  memberikan  peluang kepada pihak
tertentu  untuk  melakukan  tindakan  pelanggaran  dan  penggelapan  pajak.  Penggelapan  pajak
merupakan suatu usaha untuk mendapatkan keringanan pajak dengan melakukan tindakan yang
tidak legal dan melanggar aturan yang berlaku  [5]. Penggelapan pajak dilakukan karena wajib
pajak merasa kesulitan dalam pengetahuan. Kesulitan tersebut yang menyebabkan wajib pajak
mengambil langkah untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan penghindaran pajak  [6].
Wajib ipajak imelakukan ipenggelapan ipajak ikarena imenganggap, iapa iyang imereka terima
tidak isesuai idengan iyang itelah idikeluarkan iuntuk imembayar ipajak, idan imerasa uang ipajak
yang itelah idibayarkan itidak idikelola idengan isemestinya atau baik. Yang mana uang tersebut
digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dari beberapa pihak tak bertanggungjawab
[7]. 

Dari berbagai kasus tentang perpajakan yang terjadi di Indonesia yaitu salah satunya
yaitu dua perusahaan yang menjadi tersangka penggelapan pajak. Dua itersangka iberinisial iRF
dan iTS iyang idilaporkan ioleh iKetua iKantor iiWilayah ii(Kanwil) iiDirektorat iiJenderal iiPajak
(DJP) iiJawa iiTimur iiI, iikarena iikeduanya iiterbukti iimerugikan iinegara iisenilai iiRp ii5,54
miliar. iiTersangka iberinisial iRF iyang imerupakan iDirektur idari iPT iRPP iitu iterbukti
melanggar iPasal i39 i(1) ihuruf ii iUndang-Undang iKetentuan iUmum idan iTata iCara
Perpajakan. iTersangka iRF iterbukti imerugikan inegara iRp i3,9 imiliar, idan isengaja itidak
menyetorkan pajak pertumbuhan nilai  (PPN) yang itelah idipungut ipada ikurun iwaktu i2011-
2012. iModus iyang idilakukan, itersangka imemungut iPPN idari ikonsumen inamun itidak
menyetorkannya ike iNegara. Sementara untuk tersangka TS yang merupakan  Direktur Utama
PT  BKM  terbukti  sengaja  menerbitkan  faktur  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi  yang
sebenarnya, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar
atau tidak lengkap pada tahun 2014. Akibat perilaku tersangka, negara dirugikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39A huruf a atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan
Umum dan Tata  Cara  Perpajakan  sekurang-kurangnya  sebesar  Rp  1,64  miliar.  Modus yang
dilakukan,  perusahaan tersangka tidak ada kegiatan usaha,  namun menerbitkan faktur  pajak
padahal  tidak  disertai  pembelian  barang  dan  tidak  ada  pembayaran  secara  riil.  Proses
selanjutnya adalah pelimpahan di persidangan, dan ancaman hukuman kepada dua tersangka
adalah maksimal 6 tahun penjara.

Berbagai ifaktor yang idapat  imenyebabkan terjadinya penggelapan pajak ini,  meliputi
kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak, adanya diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan
faktor-faktor  lainnya.  Untuk mengurangi  atau meminimalisir  terjadinya perlawanan-perlawanan
seperti  penghindaran  pajak  (tax  avoidance)  maupun  penggelapan ipajak i(tax ievasion) i[8].
Faktor ikemungkinan iterdeteksinya ikecurangan isaat ipemeriksaan ipajak. iSeandainya iwajib
pajak iberanggapan iketahuan imelakukan ikecurangan isaat iadanya ipemeriksaan, ikepatuhan
membayar wajib pajak akan meningkat dan tidak adanya penggelapan pajak yang terjadi  [9].
Faktor diskriminasi yaitu sebuah perlakuan yang tidak adil dan seimbang, yang dilakukan oleh
fiskus terhadap individu dan kelompok atas suatu hal yang dipetakan seperti ras, agama, suku
bangsa, dan kesetaraan sosial. Dalam bidang perpajakan, diskriminasi merupaka suatu kondisi
dimana pihak fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap
wajib  pajak  dengan  alasan  tertentu.  Semakin  banyak  peraturan  perpajakan  yang  dianggap
sebagai bentuk diskriminasi yang dilakukan maka mendorong masyarakat untuk tidak patuh pada
peraturan  pajak  yang  berlaku.  Ketidakpatuhan  ini  dapat  mengakibatkan  masyarakat  enggan



membayar pajak dan akan melakukan penggelapan pajak [10]. Faktor kualitas pelayanan pajak
yaitu pelayanan yang diberikan oleh fiskus secara optimal  sesuai dengan standar pelayanan
kepada  wajib  pajak  secara  terus  menerus  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dalam sektor
perpajakan  dapat  diartikan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk
membantu iwajib ipajak idalam imemenuhi ikewajiban iperpajakannya. iKepatuhan iwajib ipajak
dalam imembayar ipajak itergantung ipada ibagaimana ipetugas ipajak imemberikan imutu iatau
kualitas ipelayanan iyang diberikan kepada wajib pajak [11].

Hasil penelitian  [4] dengan judul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak
Di Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Dengan hasil  penelitan yang menyatakan,
sistem perpajakan,  norma  subjektif,  diskriminasi,  kualitas  pelayanan  pajak  dan  kemungkinan
terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak Serta keadilan pajak
dan  kepatuhan  pajak  berpengaruh inegatif isecara isignifikan iterhadap ipenggelapan ipajak.
Penelitian iyang idilakukan ioleh [12]]idengan ijudul iFaktor-Faktor iYang iMempengaruhi Persepsi
iWajib iPajak iMengenai iEtika iatas iPenggelapan iPajak i(Tax ievasion). iDengan ihasil
penelitian, ikeadilan ipajak, isistem iperpajakan, ipengetahuan iwajib ipajak, iidan iiintensitas
pemeriksaan iipajak iisecara iiindividu iiberpengaruh iinegatif iipada iipersepsi iiwajib iipajak orang
pribadi iimengenai iietika iiatas iipenggelapan iipajak. iiSedangkan iidiskriminasi iiberpengaruh
positif iipada ipersepsi iwajib ipajak iorang ipribadi imengenai ietika iatas ipenggelapan ipajak
[12]. iSesuai idata iriset iyang idiperoleh idari iKPP iPratama iSemarang iSelatan, imengenai
tingkat kepatuhan iwajib ipajak ipribadi iyang iterdaftar isejak iperiode i2015-2019.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama
Semarang Selatan Periode 2015-2019

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah iWPOP
i(Wajib iSPT)

9.872 11.600 7.809 9.202 9.977

SPT iMasuk iOP 9.797 9.511 8.842 8.260 9.015
Rasio

iKepatuhan
99,24% 81,99% 113,23% 89,76% 90,36%

Dapat diketahui dari data diatas, jika tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terdaftar
di  KPP  Pratama  Semarang  Selatan  setiap  tahunnya  mengalami  perubahan ibaik ikenaikan
maupun ipenurunan. iDimana itingkat ikepatuhan ipada iKPP iPratama iSemarang iSelatan iini
setiap itahunnya iselalu imencapai i80%, ihal iini iberartikan itingkat ikepatuhan iwajib ipajak
orang pribadi begitu tinggi dan kemudian tingkat kepatuhan paling tinggi terjadi pada tahu 2017
sebesar 113,23% dari jumlah wajib pajak orang pribadi. Meskipun wajib pajak tidak konsisten
dalam  melaporkan  SPT  pribadinya  setiap  tahun.  Dengan  hal  ini  diharapkan  kegiatan  pajak
berjalan dengan lancar dan tiadanya wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan ipajak.
Faktor-faktor iini iyang imemberikan idorongan ikepatuhan iwajib ipajak imembayar ipajak idan
tindakan ipenggelapan ipajak iyang idilakukan. iDiluar iitu iperbedaan iakan ihasil ipenelitian
sebelumnya iyang idilakukan iterkait ipenggelapan ipajak iini, imendorong ipeneliti iuntuk
melakukan ipenelitian lebih lanjut terkait penggelapan pajak guna memperoleh hasil yang lebih
lanjut,  jelas dan pasti tentang isu penggelapan pajak ini.  Tujuan Penelitian ini  Untuk menguji
Pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, diskriminasi dan kualitas pelayanan terhadap.
Berdasarkan  dari  fenomena  dan  penelitian  terdahulu  yang  telah  dijabarkan  di  atas,  penulis
memilih  judul  penelitian  “Faktor  Yang  Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika
Penggelapan Pajak (Tax Evasion).

2. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  konsep  yang  dipakai  berupa  variabel iyang imemiliki ipengaruh
iterhadap ipersepsi iwajib ipajak imengenai ietika ipenggelapan ipajak i(tax ievasion).
Mengembangkan idua ijenis ivariabel ipenelitian iyaitu ivariabel ibebas idan ivariabel iterikat.
2.1 Operasionalisasi Variabel :

Variabel  dependen  (Variabel  terikat)  yaitu  persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika
penggelapan  pajak  (tax  evasion).  Penggelapan  pajak  merupakan  suatu  usaha  untuk
mendapatkan keringanan pajak dengan melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku yang
berati sebuah tindakan tidak legal  [13]. Dengan mengabaikan ketentuan dari kewajibannya dan



menganggap  bahwa  hal  ini  wajar  untuk  dilakukan,  karena  banyaknya  hal  seperti iini isudah
dilakukan isejak ilama. iAdapun iindikator iuntuk imengukur ivariabel ipersepsi iwajib  pajak
mengenai ietika ipenggelapan ipajak i(tax ievasion) iyang idiadopsi idari ipenelitian [4] yaitu i: i(1)
Wajib ipajak itidak imelaporkan iSPT isesuai iwaktu; i(2) iSPT iyang idisampaikan itidak benar; (3)
Tidak melakukan pendaftaran dan NPWP yang ada disalahgunakan; (4) Tidak membayar pajak
yang ditentukan; (5) Pelaporan pendapatan yang tidak sesuai.

Variabel Independen (Variabel Bebas) yang idigunakan idalam ipenelitian iini iterdiri idari
Kemungkinan iTerdeteksinya iKecurangan, iDiskriminasi idan iKualitas iPelayanan iPajak.
Kemungkinan iterdeteksinya ikecurangan iyaitu isejauh iapa  kemungkinan  terdeteksinya
kecurangan yang terjadi apabila dilakukannya pemeriksaan pajak. Yang mana semakin besar
pula kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak yang wajib pajak lakukan. Adapula indikator
yang  digunakan  untuk  mengnukur  variabel  kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan iyang
diadopsi idari ipenelitian i[4] iyaitu i: i(1) iMasyarakat itakut ihukum isehingga imelaksanakan
kewajiban ipajaknya; i(2) iAdanya ikecurangan iyang iterindentifikasi idari idilakukannya
pemeriksaan ipajak; i(3) iKejujuran idalam ipengisian iSurat iPemberitahuan i(SPT); i(4)
Pemeriksaan pajak yang ketat.

Diskriminasi merupakan sebuah tindakan yang tidak adil yang dilakukan fiskus kepada
individu, dan kelompok atas suatu hal yang dipeta-petakan, seperti  terkait  ras, iagama, isuku
bangsa idan ikesetaraan isosialnya i[14]. iAdapula iindikator i iyang idigunakan iuntuk imengukur
variabel idiskriminasi iyang idiadopsi idari i[4] yaitu i: i(1) iPerlakuan idibedakan iatas idasar
budaya, iagama, istatus isosial idan iras; i(2) iPerbedaan iperlakuan iakibat ipendapat ipolitiknya;
(3) iPengurangan ipajak idari izakat. iKualitas pajak berarti keampuan fisikus saat memberikan
pelayanan pajak yang optimal sesuai standar pelayanan ke wajib pajak terus menerus dan dapat
dipertanggungjawabkan,  sehingga  memberikan  rasa  yang  puas  pada  diri  wajib  pajak  atas
pelayanan yang dirasakan. Kualitas pelayanan mempengaruhi wajib pajak,  terkait  pandangan
dalam hal kepatuahan membayar pajak  [4]. Adapun indikator yang diadopsi mengukur kualitas
pelayanan  pajak  berupa:  (1)  Pelayanan;  (2)  Profesionalisme  pelayanan;  (3)  Kesigapan
pelayanan; (4) Kenyamanan pelayanan: (5)  Kemampuan dalam memberikan perhatian dalam
pelayanan.
2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh iwajib ipajak iorang ipribadi iyang iterdaftar
di iKantor iPelayanan iPajak iPratama iSemarang iSelatan. iTeknik ipengambilan isampel iyang
digunakan idalam ipenelitian iini iadalah ipurposive isampling. iMenurut iSugiyono,  purposive
sampling  adalah  teknik  penentuan  sampel  dengan  berdasarkan  kriteria-kriteria  atau
pertimbangan  tertentu.  Adapun  kriteria-kriteria  penentuan  sampel  yang  digunakan  dalam
penelitian ini  adalah sebagai berikut  [15]:  (1) Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Semarang Selatan, (2) Wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak,
(3) Wajib pajak yang memiliki status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau melakukan pekerjaan
bebas, (4) Wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan dengan formulir 1770, (5) Wajib pajak
yang  memiliki  pendapatan   tidak  lebih  dari  4,8  miliyar  selama  satu  tahun  pajak. Metode
penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini dengan rumus Slovin sebagai berikut :

 

Keterangan :  n= Jumah  sampel,  N=  Populasi  ,  e  =  Batas  toleransi  kesalahan pengambilan
sampel yang ditolerir 0,05, hasil yang di dapat adalah 100 responden.
2.3 Jenis dan Teknik Pengambilan data

Dalam iipenelitian iiini, iijenis iidataiiyang iidigunakan iiadalah iidata iikuantitatif. iiData
kuantitatif iidapat iidiartikan iisebagai iimetode iipenelitian iiyang iiberlandaskan iifilsafat
positivme, iiidigunakan iiiuntuk iiimeneliti iiipada iiipopulasi iiiatau iiisampel iitertentu,
pengumpulan iidata iimenggunakan iiinstrumen ipenelitian, ianalisa idata ibersifat
kuantitatif/statistik idengan itujuan iuntuk imenguji ihipotesis iyang itelah iditetapkan i[16]. iPada
peneilitian iini iyang idimaksud idata ikuantitatif iadalah ijawaban iresponden iatau iWajib iPajak
pada iKantor iPelayanan iPajak iPratama iSemarang iSelatan  yang  telah  diubah  dengan
menggunakan skor atau inilai iberdasarkan iskala ilikert.



Sumber idata iyang idigunakan idalam ipenelitian iadalah idata iprimer. iData iprimer iadalah
sumber idata iyang ilangsung imemberikan idata ikepada ipengumpul idata. iPengumpulan idata
primer idalam penelitian ini  dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara
secara langsung dengan pihak-pihak iyang iberhubungan idengan ipenelitian iini. iDalam ihal iini
pihak iyang iberhubungan idan ipenyebaran ikuesinoer ikepada iseluruh iwajib ipajak iorang
pribadi idi iKantor iPelayanan iPajak iPratama iSemarang iSelatan.

2.4 Uji Instrumen
Untuk memperoleh informasi relevan yang terdapat  dalam data dan untuk menjawab

masalah yang ada dengan teknik analisi data. Penelitian ini menggunakan analisis ideskriptif, iuji
kualitas idata iyang idi igunakan imenggunakan iuji ivaliditas idan ireabilitas, iuji iasumsi iklasik
yang terdiri  dari  uji  Normalitas,  Uji  Multikolineritas,  Uji  Heteroskedastisitas,  dan regresi  linear
berganda. Untuk pengujian hipotesis menggunakan Uji F (Uji Simultan), Uji T (Uji secara Parsial),
dan uji Uji koefisien determinasi.
2.5 Hipotesis
Hipotesis di dalam penelitian ini adalah :

1. H1: Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak 
mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion)

2. H2  :  Diskriminasi  berpengaruh iterhadap ipersepsi iwajib ipajak imengenai ietika
ipenggelapan ipajak i(tax ievasion).

3. H3 i: iKualitas ipelayanan ipajak iberpengaruh iterhadap ipersepsi iwajib ipajak imengenai
ietika ipenggelapan ipajak.

3. Hasil Dan Pembahasan
3.1. Analisis Deskriptif
Dalam melakukan penganalisisan data yang dilakukan melalui pendeskripsian data yang mana
data  tersebut  sudah dikumpulkan  dengan menyajikan  secara  nyata  dengan tidak  mengambil
kesimpulan dimana bisa digunakan secara general ataupun umum [17]. Variabel yang digunakan
dalam  penelitian  yaitu  Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan,  Diskriminasi  dan iKualitas
Pelayanan iPajak isebagai ivariabel iindependen i(X) idan iPenggelapan iPajak isebagai ivariabel
dependen i(Y). i iStatistik ideskriptif iatas isampel ipenelitian iini idapat idi ilihat idalam itabel i2 idi
bawah iini :

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive iStatistics

N Minimum Maximum Mean Std. iDeviation
Kemungkinan 
Terdeteksinya 
Kecurangan

100 6 29 22,75 2,893

Diskriminasi 100 5 18 11,58 3,325

Kualitas 
Pelayanan Pajak

100 19 45 34,92 4,442

Penggelapan 
Pajak

100 6 24 10,95 4,193

Valid iN i(listwise) 100

Jika merujuk pada tabel 2 didapatkan hasil apabila penelitian ini memiliki jumlah responden yakni
100  responden.  Statistik  deskripsi  dari  masing-masing  responden  tersebut ipeneliti ianalisis
sebagai iberikut i: iVariabel ikemungkinan iterdeteksinya ikecurangan i(X1) imemiliki inilai
minimum iyaitu i6, inilai imaksimum iyaitu i29, inilai imean i22.75 idan inilai iStandar ideviasi iyaitu
2.893. iVariabel iDiskriminasi i(X2) imempunyai inilai iminimum iyaitu i5, inilai imaksimum iyakni
18, inilai imean iyaitu i11.58 idan inilai iStandar ideviasi iyaitu i3.325. iVariabel ikualigtas
pelayanan ipajak i(X3) imemiliki inilai iminimum iyaitu i19, inilai imaksimum iyaitu i45, i iniali imean
yaitu i34.92 idan inilai iStandar ideviasi iyaitu i4.442. iVariabel iPenggelapan iPajak i(Y) imemiliki



nilai iminimum iyaitu i6, inilai imaksimum iyaitu i i24, i inilai imean iyaitu i10.95 idan inilai iStandar
deviasi iyaitu i i4.193.

3.2. Analisis Kualitas Data
1. Uji Validitas

Uji  validitas  digunakan  agar  melihat  kuesioner  yang  dipakai  sudah  dikatakan  valid
ataupun tidak. Bisa dianalisis berdasarkan nilai sig sebesar 0.05 atau 0.01 dan r itabel ilebih ikecil
idari ir ihitung atas inilai ikorelasi idari imasing-masing ipertanyaan iyang iada iberarti itelah ivalid
i[18]. iUji validitas iyang idilakukan ioleh ipeneliti imendapatkan ihasil ibahwa isemua iuji
iinstrumen idi nyatakan ivalid ikarena ilebih idari ir itabel iyaitu i0.197. i
2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas suatu pengujian dalam melakukan pengukuran atas pertanyaan didalam
angket/kuesioner sudah dirancang dengan sebenar-benarnya agar bisa melakukan pengukuran
terhadap  variabel  penelitian  yang  digunakan.  Dengan nilai  cornbach  alpha isebesar i> i0,07
imaka ikuesioner idapat idikatakan ireliable i[19]. iBerikut ihasil idari ipengujian ireliabilitas ipada
itabel i3 idi ibawah iini i:

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas
N
o

Variabel Cronbach’s iAlpha Keterangan

1
Kemungkinan iTerdeteksinya

iKecurangan 
0.722 Reliabel

2 Diskriminasi i 0.750 Reliabel
3 Kualitas iPelayanan iPajak i 0.966 Reliabel
4 Penggelapan iPajak i 0.925 Reliabel

3. 2 Hasil Uji Model
1. Koefisien Determinasi (R2)

Menurut [20] uji tersebut dipergunakan guna menganalisa suatu variabel yang terdiri dari
variabel independen bisa melakukan penjelasan mengenai variabel idependen. iCara iyang ibisa
dilakukan iuntuk ianalisa itersebut iyakni imelalui inilai ikoefisien ideterminasi i(R2).  Peneliti
melakukan pengujian koefisien determinasi (R2) dengan tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate
1 ,340a ,115 ,088 ,66764
a. Predictors: (Constant), Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, 
Diskriminasi, Kualitas Pelayanan Pajak

Besarnya kontribusi variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan, idiskriminasi iserta
ikualitas pelayanan ipajak ipada ivariabel ipersepsi iwajib ipajak imengenai ietika ipenggelapan
ipajak i(tax evasion), ibisa idilihat ipada inilai ikoefisien ideterminasi i(R2) iyakni i0.115 i(11.5%).
iArtinya variabel ikeadilan, isistem iperpajakan, ikemungkinan iterdeteksinya ikecurangan,
idiskriminasi serta ikualitas ipelayanan ipajak imampu imemberikan ipenjelasannya isebesar
i11.5% ipada variabel ipersepsi iwajib ipajak imengenai ietika ipenggelapan ipajak i(tax ievasion).
iKemudian, 88.5% isisanya idiberikan ipejelasannya idari ivariabel iyang ilainnya, idimana ipeneliti
itidak menggunakan ivariabel itersebut.
2. Hasil Uji F (Uji Simultan)

Uji F dipergunakan dalam mengukur persamaan model regresi dengan memperlihatkan
jika  adanya  pengaruh  dari  semua  variabel  independen  pada  variabel idependen isecara
ibersamaan, ketika inilai isig i< i0.05 i[19] idi ibawah iini iadalah itabel i5 ihasil iuji iF.



Tabel 5. Hasil Uji F
ANOVAb

Model
Sum iof

iSquares df Mean iSquare F Sig.
1 Regression 5,577 3 1,859 4,170 ,008a

Residual 42,791 96 ,446
Total 48,368 99

a. iPredictors: i(Constant), iKemungkinan iTerdeteksinya iKecurangan, iDiskriminasi, iKualitas 
iPelayanan iPajak
b. iDependent iVariable: iPenggelapan Pajak

didapatkan hasil jika perolehan nilai Fhitung dari uji iF iyakni i0.008, ihasil iini ilebih ikecil idari
0.05, idengan ibegitu ihal iini imemiliki iarti ijika ihipotesis iditerima. i iSehingga idapat idikatakan
bahwa iadanya ipengaruh isecara ibersamaan i(simultan) idari ivariabel ikemungkinan iterdeteksi
kecurangan, idiskriminasi iserta ikualitas ipelayanan ipajak ipada ivariabel ipersepsi wajib pajak
mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion).

3. Hasil Uji T (Uji Parsial)
Pengujian parsil  dipakai yakni  Uji  T dipergunakan dalam melihat  arah hubungan dan

pengaruh dengan nilai  postif  atau nilai  negatif  antara vaiabel bebas bersama variabel terikat.
Tidak adanya pengaruh dari variabel bebas atas variabel terikat, ketika nilai sig > 0.05 ihipotesis
idi itolak. Hipotesis iditerima iketika inilai isig i< i0.05, iyang iberarti iadanya ipengaruh idari
ivariabel ibebas atas ivariabel iterikat, itabel i6 idi ibawah iini iadalah ihasil iuji iT.

Tabel 6. Hasil Uji T
Coefficientsa

Model

Unstandardized iCoefficients
Standardized
iCoefficients

t Sig.B Std. iError Beta
1 (Constant) 2,725 ,684 3,985 ,000

Kemungkinan 
iTerdeteksinya 
iKecurangan

,080 ,144 ,055 ,558 ,578

Diskriminasi ,184 ,084 ,219 2,193 ,031

Penggelapan 
Pajak

-,448 ,142 -,317 -3,155 ,002

a. iDependent iVariable: IPenggelapan Pajak

Hasil  Pengujian  Hipotesis  1  pada  tabel  6  di  atas  dapat  di  ketahui  bahwa  Variabel
kemungkinan kecurangan terdeteksi mempunyai nilai signifikan yaitu i0.578 i> i0.05 idengan inilai
koefisien isebesar i0.080. iHal iini imenunjukan ibahwa itidak iadanya ipengaruh isecara signifikan
idari ivariabel ikemungkinan iterdeteksinya ikecurangan ipada ivariabel ipersepsi iwajib pajak
imengenai ietika ipenggelapan ipajak i(tax ievasion). iDapat idisimpulkan ijika ihipotesis i1 ditolak.

Hasil Pengujian hipotesis 2 menghasilkan ijika iHipotesis ike idua, imenunjukkan ibahwa
variabel idiskriminasi imemiliki inilai isignifikan iyaitu i0.031 i< i0.05 idengan iniali ikoefisien
sebesar i0.184. iMaka idari iitu ibahwa iadanya ipengaruh isecara ipositif idan isignifikan idari
variabel idiskriminasi ipada ivariabel ipersepsi iwajib ipajak imengenai ietika ipenggelapan pajak
(tax evasion). Dapat disimpulkan jika hipotesis 2 diterima.

Hipotesis  3 imenghasilkan ijika ivariabel ikualitas ipelayanan ipajak i  imemiliki inilai
signifikan iyaitu i0.002 i< i0.05 idengan iniali ikoefisien isebesar i-0.454. iMaka idari iitu ibahwa
adanya ipengaruh isecara ipositif idan isignifikan idari ivariabel ikualitas ipelayanan ipada variabel



persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). Dapat disimpulkan jika
hipotesis 3 diterima.
Pembahasaan
1. iPengaruh iKemungkinan iDeteksi iKecurangan iTerhadap iPersepsi iWajib iPajak
iMengenai iEtika iPenggelapan iPajak i(Tax iEvasion)

Merujuk ipada ihasil ipenelitian isebelumnya, ibahwa ihipotesis i1 iditolak iyang iberarti
ibahwa tidak iadanya ipengaruh iyang isignifikan ivariabel ikemungkinan iterdeteksinya
ikecurangan pada variabel ipersepsi iwajib ipajak imengenai ietika ipenggelapan ipajak i(tax
ievasion). iHal itersebut menyatakan iapabila irendahnya ikemungkinan iterdeteksinya
ikecurangan iyang iterjadi, nantinya ijuga iakan itinggi itaraf i ipenggelapan ipajak i(tax ievasion).
iKetika imasyarakat iatau seorang iwajib ipajak iberanggapan ijika ibesaran ideteksi ikecurangan
iyang imungkin iterjadi dari ihasil ipajak iyang isudah idiperiksa imenunjukan ihasil iyang irendah
ilalu idia itidak melakukan iketertiban ipada iperaturan ipajak, ibisa idiantikan ijika inantinya iakan
imenghindari pembayaran ipajak. iMasyarakat iatau iwajib ipajak itidak itakut iakan idiperiksa idan
idenda iyang akan idikenakan. iPenelitian ilainnya ijuga imemiliki ihasil iyang isama idengan
ipenelitian iini yakni ijika itidak iadanya ipengaruh iyang isignifikan ivariabel ikemungkinan ideteksi
ikecurangan pada ivariabel ipersepsi iwajib ipajak imengenai ietika ipenggelapan ipajak i(tax
ievasion) i[11]i[4].
2. iPengaruh iDiskriminasi iTerhadap iPersepsi iWajib iPajak iMengenai iEtika iPenggelapan
iPajak i(Tax iEvasion)

Merujuk ipada ihasil ipenelitian isebelumnya, ibahwa ihipotesis i2 diterima iyang iberarti
ibahwa adanya ipengaruh yang isignifikan ivariabel idiskriminasi ipada ivariabel ipersepsi iwajib
pajak mengenai ietika ipenggelapan ipajak i(tax ievasion). Hal  tersebut menyatakan jika tingkat
diskriminasi semakin rendah, berarti bisa dikatakan jika perilaku dalam menggelapkan pajak yang
menjadi  perilaku  tidak  sepantasnya.  Begitupun  juga  apabila  jika  menjadi  lebih  tinggi  tingkat
diskriminasi,  adanya kecenderungan jika  perilaku dalam menggelapan pajak menjadi  perilaku
yang cenderung pantas.  iTheory iof iplanned ibehavioral i[21] menjelaskan tentang ikepribadian
iwajib ipajak idimana idapat idiketahui ioleh idiskriminasi iyang akan menciptakan iaturan-aturan
isecara isubjektif idimana idapat imemberikan ipengaruh ipada seseorang idalam imemutuskan
iagar idapat iatau itidaknya idalam imenggelapkan ipajak. Penelitian ilainnya ijuga imemiliki ihasil
iyang isama idengan ipenelitian iini iyakni ijika iadanya pengaruh iyang isignifikan ivariabel
idiskriminasi ipada ivariabel ipersepsi iwajib ipajak imengenai etika ipenggelapan ipajak i(tax
ievasion) iseperti ipenelitian imilik i[4].
3. iPengaruh iKualitas iPelayanan iTerhadap iPersepsi iWajib iPajak iMengenai iEtika
iPenggelapan iPajak i(Tax iEvasion).

Merujuk ipada ihasil ipenelitian ipada iuraian isebelumnya, ibahwa ihipotesis i3 diterima
iyang berarti ibahwa iadanya ipengaruh iyang positif idan isignifikan ivariabel ikualitas ipelayanan
pajak pada ivariabel ipersepsi iwajib ipajak imengenai ietika ipenggelapan ipajak i(tax ievasion).
iHal tersebut iyang iberarti isemakin ibaik ipelayanan iyang idilakukan ioleh ipelayanan ipajak
imaka semakin itinggi ijuga ikemauan iuntuk imembayar ipajak idan iterhindar iuntuk
ipenggelapan pajak. iUntuk idapat imemenuhi iwajib ipajak iuntuk idapat imembayarkan ipajaknya
itersebut bergantung ipada ipelayanan iyang iterbaik idimana isudah idilakukan iseorang ipetugas
ipajak hal itersebut ibisa imemicu iseorang iwajib iuntuk imembayarkan ikewajibannya. iPenelitian
lainnya ijuga imemiliki ihasil iyang isama idengan ipenelitian iini iyakni ijika iadanya ipengaruh
yang positif idan isignifikan ivariabel ipelayanan ipajak ipada ivariabel ipersepsi iwajib ipajak
mengenai ietika ipenggelapan ipajak i(tax ievasion) iseperti ipenelitian imilik  i[11].

4. Penutup
Merujuk ipada ihasil ipenelitian idan ikesimpulan iseperti iurain isebelumnya, imaka isaran iyang
mana ibisa ipeneliti iberikan iyakni: i(1) iBagi ipenelitian iselanjutnya isebaiknya idapat menambah
ivarabel ilain iyang imengenai itindakan ipenggelapan ipajak; i(2) iBagi ipenelitian selanjutnya
ibisa ilebih imenambah idalam ihasil ipenentuan isampel ipenelitian, iseperti penentuan isampel
ibisa idiambial itidak ihanya idari i1 iKPP iagar inantinya ihasil ipenelitian ibisa semakin iakurat;
i(3) iBagi iKPP iPratama iSemarang iSelatan iagar isenantiasa imelaksanakan evaluasi iterhadap
ipetugas ipajak iyang imemberikan ilayanan ibagi iwajib ipajak iyang ibertujuan agar ilayanan
iperpajakan iyang idiberikan isemakin ibaik, iyang inantinya ihal itersebut ibisa lebih
menumbuhkan irasa isadar idari iwajib ipajak i  iguna imelaksakanan ikewajiban iatas
keinginannya isendiri, ihal iini iberguna iagar iwajib ipajak itidak imelaksanakan iperbuatan



penggelapan ipajak i(tax ievasion); i(4) iAgar idilakukannya iarahan ikepada imasyarakat
Semarang iSelatan idengan imenyeluruh ibahwa iwajib idalam imembayar ipajak idan imanfaat
dari ipajak iyang isudah idibayarkan idan imasuk idalam ikas inegara isangat ipenting i.
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